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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang penulis panjatkan, karena atas rahmat-Nya naskah orasi

ilmiah ini dapat diselesaikan. Perkenankan penulis mengucapkan

penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada pimpinan dan para anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi

Bandung atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan orasi

ilmiah ini pada Sidang Terbuka Forum Guru Besar yang terhormat ini.

Judul naskah orasi ilmiah yang disampaikan adalah “

”. Pengurangan risiko bencana merupakan

pendekatan manajemen risiko dalam menurunkan dampak bencana yang

merugikan, dan merupakan kerangka besar bagi upaya Mitigasi Bencana

yang merupakan bidang yang saya pilih dan tekuni dalam menjalankan

misi akademik saya di ITB sebagai pengajar dan peneliti, sekaligus juga

dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia adalah salah satu

negara di dunia yang rawan terhadap ancaman kebencanaan yang sangat

tinggi. Kondisi kerentanan negara dan masyarakat menyebabkan

Indonesia menjadi salah satu negara yang risiko bencananya paling tinggi

di dunia ini. Salah satu penyebab utama kerentanan kita adalah kondisi

fisik dan lingkungan kita yang sangat dipengaruhi oleh kondisi

lingkungan-binaannya, dan hal ini sangat erat terkait dengan praktek-

praktek konstruksi di Indonesia. Di dalam tulisan ini dikemukakan
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gambaran mengenai dampak berbagai kejadian bencana di Indonesia dan

bagaimana negara ini melaksanakan penanggulangan bencana selama ini,

khususnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Selanjutnya akan

digambarkan perkembangan industri konstruksi di Indonesia sebagai

suatu sektor ekonomi yang mendorong pembangunan dan menghasilkan

lingkungan terbangun. Setelah itu secara lebih spesifik akan dibahas

bagaimana peran dan kontribusi industri konstruksi terhadap risiko

bencana dan upaya-upaya yang dibutuhkan agar industri konstruksi

dapat berperan positif dalam menurunkan risiko bencana di Indonesia,

termasuk berbagai upaya yang sudah pernah dilakukan untuk

menguatkan peran tersebut, melalui pendekatan ilmiah, teknologi dan

social maupun legal.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi upaya-upaya pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun

kemampuan industri konstruksi nasional dalam mewujudkan

lingkungan terbangun yang nyaman, melalui fasilitas terbangun dan

infrastructure yang rendah kerentanan dan tangguh bencana.

Bandung, 19Agustus 2017

Krishna Suryanto Pribadi
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MENDORONG PERAN INDUSTRI KONSTRUKSI LEBIH

BESAR DALAM MENURUNKAN RISIKO BENCANA

DI INDONESIA

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghadapi

ancaman kebencanaan yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh

kombinasi dari posisi geografis negara kita yang terletak pada daerah

pertemuan empat lempeng tektonik dunia (lempeng Indo-Australia,

Eurasia, Pasifik dan Filipina), bentuk negara kepulauan dengan garis

pantai yang sangat panjang serta posisi di antara 2 benua di khatulistiwa

yang keseluruhannya merupakan kondisi yang memungkinkan

terjadinya berbagai gejala alam seperti gempa bumi dan tsunami, letusan

gunung berapi, presipitasi yang tinggi yang dapat menimbulkan ancaman

banjir, longsor dan banjir bandang, di samping kondisi iklim lokal yang

sering menimbulkan angin kencang (puting beliung). Dengan kondisi

ancaman demikian, dikombinasikan dengan kondisi kerentanan

masyarakat Indonesia yang sangat tinggi karena tekanan pertumbuhan

penduduk dan tingkat kemiskinan yang tinggi, kondisi ekonomi, sosial

dan politik yang tidak stabil, serta kegiatan pembangunan yang banyak

mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan, Indonesia menghadapi

risiko kebencanaan yang sangat tinggi.

Salah satu penyebab utama kerentanan fisik dan lingkungan adalah

kegiatan manusia dalam membangun lingkungan-binaannya, dan hal ini

sangat erat terkait dengan industri konstruksi. Cara membangun yang

1vi
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salah, baik dari segi perencanaan dan perancangan maupun dari segi

pelaksanaan dan pengawasannya dapat menghasilkan infrastruktur yang

rentan terhadap bencana, selain juga risiko degradasi lingkungan. Hal ini

akan meningkatkan kerentanan suatu wilayah dan masyarakatnya,

sehingga akan meningkatkan risiko bencana. Bila terjadi suatu bencana,

maka hasil produk sektor konstruksi dapat menjadi tidak berfungsi atau

bahkan menyebabkan korban jiwa ketika bencana terjadi, karena

hancurnya bangunan atau infrastruktur lainnya. Rusaknya infrastruktur

akan menimbulkan kerugian yang lebih luas lagi karena terputusnya jalur

distribusi logistik bantuan bencana serta secara umum terganggunya

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Industri konstruksi seharusnya dapat berkontribusi secara positif

untuk menurunkan risiko bencana, bila keseluruhan prosesnya selaras

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan

risiko bencana.Sebaliknya industri konstruksi dapat juga berperan secara

negatif meningkatkan risiko bencana dengan menghasilkan produk

konstruksi yang rentan terhadap bencana.

Dalam konteks tersebut di atas, perlu dibangun pemahaman

mengenai bagaimana proses-proses dan praktek-praktek industri

konstruksi di Indonesia selama ini telah berkontribusi terhadap

peningkatan (atau pengurangan) risiko bencana.Dengan memahami hal

tersebut, dapat dikembangkan kebijakan-kebijakan pro-aktif untuk

mengembangkan industri konstruksi Indonesia agar mampu berperan

positif dalam mengurangi risiko bencana dan berkontribusi terhadap

seluruh upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

Upaya perbaikan atau penguatan industri konstruksi nasional agar

mampu menghasilkan produk konstruksi dalam bentuk bangunan dan

infrastruktur yang rendah kerentanan atau tangguh terhadap bencana

seharusnya menjadi salah satu upaya besar dari berbagai upaya

mengurangi risiko bencana (PRB) atau (DRR) di

Indonesia. Terminologi UNISDR (2009) mendefinisikan pengurangan

risiko bencana (PRB) sebagai: “Konsep dan praktik mengurangi risiko-

risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan

mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui

pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan

kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan

lingkungan secara bijak, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap

peristiwa-peristiwa yang merugikan”.

Di dalam pembahasan selanjutnya akan dikemukakan terlebih

dahulu gambaran mengenai dampak berbagai bencana di Indonesia,

khususnya terkait produk-produk konstruksi, kemudian upaya upaya

pengurangan risiko bencana yang telah berkembang di Indonesia selama

ini. Selanjutnya akan digambarkan perkembangan industri konstruksi di

Indonesia dan upaya-upaya pembinaannya beserta berbagai

permasalahan dan tantangannya agar industri konstruksi nasional

mampu menghasilkan produk konstruksi tangguh bencana.

Indonesia sebagai salah satu negara paling rawan di dunia terhadap

disaster risk reduction

2. BENCANA ALAM DI INDONESIA DAN PENANGGULANGAN-

NYA

1.1. Penanggulangan Bencana di Indonesia
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bencana telah belajar bagaimana menghadapi bencana, melalui

pengalaman buruk dari berbagai kejadian bencana. Upaya penanggula-

ngan bencana dan pengurangan risiko yang lebih sistematis baru dimulai

setelah kejadian Gempa dan Tsunami Aceh pada tahun 2004 yang

menimbulkan sangat banyak korban lebih dari 120.000 jiwa dan kerugian

harta serta kerugian sosial ekonomi yang tak ternilai. Pemerintah

Indonesia sudah mulai melakukan penanganan bencana, meskipun masih

secara , melalui pembentukan Badan Pertimbangan Penanggu-

langan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) dengan Keputusan Presiden

Nomor 256 Tahun 1966 (BNPB, http://www.bnpb.go.id/profil). Menyadari

perlunya koordinasi yang lebih baik, pada tahun 1967 Presidium Kabinet

membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam

(TKP2BA) melalui Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967, yang kemudian

ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan

Bencana Alam (Bakornas PBA), diketuai oleh Menkokesra, melalui

Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Organisasi ini bersifat non-

struktural dengan anggota yang memiliki jabatan utama di instansinya

dan fokusnya masih pada penanganan darurat kebencanaan.

BAKORNAS PBA ini kemudian disempurnakan menjadi Badan

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) melalui

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugasnya diperluas

dengan bencana non alam dan social. Meskipun disebutkan bahwa tugas

lembaga ini mencakup pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi

dan rekonstruksi, dalam prakteknya fokusnya masih tetap pada tanggap

darurat. Dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999,

BAKORNAS PB diperkuat dengan kewenangan penanganan lintas sektor,

lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi. Selanjutnya melalui

ad-hoc

Keppres No 3/2001, mandat BAKORNAS PB ditambah dengan urusan

penanganan pengungsi, menjadi BAKORNAS PBP dan kemudian dengan

Keppres No.111/2001 ditetapkan Wakil Presiden sebagai Kepala

BAKORNAS PBP. Anggaran BAKORNAS PBP dibebankan kepada

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan

Kemiskinan melalui Sekertariat BAKORNAS PBP. Meskipun demikian

sebagai organisasi non-struktural, kemampuan operasionalnya sangat

terbatas dan pada dasarnya masih berfokus pada tanggap darurat

bencana dan penyaluran bantuan darurat. Pada masa itu, upaya-upaya

pengurangan dampak bencana melalui kegiatan-kegiatan pra-bencana

masih belum mendapat perhatian serius. Indonesia bahkan tidak

memiliki Komite Nasional untuk IDNDR (

1990-1999) yang ditetapkan oleh PBB melalui Resolusi

Majelis Umum PBB No. 44/236 pada tanggal 22 December 1989, yang

merupakan upaya internasional secara terkoordinasi untuk mengurangi

korban jiwa, kerugian harta dan gangguan social dan ekonomi akibat

bencana alam, khususnya di-negara negara berkembang, selama decade

1990-1999.

Berbagai kejadian bencana sejak tahun 1960an sampai akhir abad ke

20, antara lain berbagai letusan gunung berapi yang banyak memakan

korban jiwa (Gn. Agung, 1963, Gn. Galunggung 1982, Gn. Kelud 1990, Gn

Merapi 1994 dsb.), berbagai kejadian bencana gempa (dan tsunami) antara

lain gempa tahun 1976 (M7.1) di Jayawijaya, Papua, gempa tahun 1992

(M7.8) yang diikuti tsunami di Flores yang mengakibatkan korban jiwa

lebih dari 1000 orang, gempa tahun 1994 (M6.5) di Liwa yang memakan

International Decade for Natural

Disaster Reduction

1.2. Dampak Bencana di Indonesia
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korban hampir 200 orang, gempa dan tsunami tahun 1996 (M8.2) di Biak,

Papua, yang memakan korban lebih dari 100 orang, serta gempa tahun

2000 (M7.3) di Bengkulu yang mengakibatkan korban jiwa 94 orang

meninggal, kemudian berbagai kejadian banjir, longsor dan banjir

bandang yang juga menimbulkan korban dan kerugian harta yang besar

telah terjadi, namun pendekatan penanggulangan bencana masih tidak

berubah. Bahkan kejadian gempa tahun 1995 (M 6.9) di Kobe, Jepang yang

memakan korban jiwa sekitar 6400 orang tidak merubah cara melihat

penanggulangan bencana di Indonesia, yang masih bertumpu pada upaya

tanggap darurat dan sangat terbatas upaya-upaya mitigasi dan

membangun kesiap-siagaan menghadapi bencana alam besar.

Gambar 1 menggambarkan distribusi kejadian bencana di Indonesia

dari tahun 2000 sampai dengan 2011 berdasarkan jenis kejadiannya.

Terlihat di sini bahwa banjir, angin puting beliung dan tanah longsor

merupakan 3 jenis bencana yang paling sering terjadi di seluruh

Indonesia. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa jumlah kejadian maupun

dampak kerusakan akibat bencana memiliki kecenderungan meningkat

terus pada periode yang sama. Meskipun kejadian bencana banjir

merupakan yang terbanyak (hampir 41%), dampak terbesar kerugian

akibat bencana ditimbulkan oleh gempa yang hanya memiliki proporsi

kurang dari 3%. Gambar 3 menunjukkan bahwa pada periode yang lebih

panjang, dari 1900-2016, banjir dan gempa bumi merupakan dua jenis

bencana dengan peringkat tertinggi, sama halnya bila ditinjau dari segi

jumlah masyarakat yang terdampak. Dari segi korban manusia, maka

tsunami memiliki peringkat yang tertinggi, sedangkan dari segi kerugian,

kebakaran hutan dan lahan memegang peringkat tertinggi, diikuti oleh

gempa bumi.

Gambar 1: Distribusi kejadian bencana di Indonesia

(Sumber : DIBI-BNPB)

Gambar 2: Grafik Kejadian Bencana dan Jumlah Kerusakan yang ditimbulkannya

pada periode 2000-2011 (Sumber : DIBI-BNPB)
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3. PERKEMBANGAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO

BENCANA DI INDONESIA

3.1. Inisiatif Internasional dalam PRB

Pada beberapa dekade terakhir ini, risiko bencana telah meningkat

secara signifikan. GFDRR (2016) mencatat bahwa total nilai rata-rata

kerugian tahunan akibat bencana antara periode 1976–1985 dan 2005–2014

telah meningkat 10 kali lipat, dari US$14 milyar menjadi lebih dari US$140

milyar. Jumlah rata-rata penduduk yang terdampak bencana naik dari 60

juta orang (1976 - 1985) menjadi lebih dari 170 juta (2005 - 2014). Risiko

bencana sendiri merupakan fungsi dari tiga komponen yang saling

bergantungan : bahaya (hazard), keterpaparan (exposure) dan kerentanan

(vulnerability) (GFDRR, 2016). Bahaya bisa berasal dari suatu fenomena

alam yang berpotensi merusak seperti getaran gempa bumi atau angin

kencang akibat badai. Keterpaparan terkait dengan lokasi, atribut dan

nilai dari orang dan lahan, misalnya bangunan gedung, lahan pertanian,

infrastruktur dsb). Kerentanan mencerminkan seberapa besar suatu aset

fisik, sosial, ekonomi atau lingkungan bisa rusak atau terganggu bila

terkena suatu peristiwa bahaya, meliputi kerentanan fisik, sosial atau

sering juga disebut kerentanan sosio ekonomi yang menyangkut kapasitas

masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling bergantungan dan secara

temporal dan spatial berubah atau berkembang, seperti diperlihatkan

pada Gambar 4.

Kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana (PRB)

berkembang belakangan ini berdasarkan anggapan bahwa asal muasal

bencana lebih bersifat factor sosio-ekonomis dan politis (Mercer, 2010),

dengan melihat lingkungan sosial, politis, lingkungan (environment) dan

ekonomis dari tempat terjadinya suatu peristiwa bahaya, berbeda dengan

cara pandang masa lampau yang melihat bahwa bencana terjadi karena

suatu peristiwa alam yang tidak dapat dihindari sehingga perlu dikelola.

Gambar 3: Kejadian Bencana dan Kerugian dalam Periode 1900-2016

Sumber (EM_DAT)
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Gambar 5: Tahap-tahap penting perkembangan inisiatif PRB global

(sumber : Annon, 2014a)

Secara khusus, kegiatan PRB meliputi upaya-upaya berikut (Annon.,

2005):

• Mitigasi: menurunkan frekuensi, skala, intensitas dan dampak

dari bahaya

• Kesiapsiagaan : memperkuat kapasitas masyarakat untuk

menghadapi, menanggapi dan pulih dari bencana, dan juga

Gambar 4: Komponen-komponen risiko bencana bisa meningkatkan atau menurunkan

risiko bencana di masa depan, bergantung keputusan yang diambil (dari GFDRR,

2016)

Pendekatan PRB bersifat multi-disiplin dengan mengakui pentingnya

hubungan antara hazard dengan lingkungan yang lebih luas.Berbagai alat

t e l a h d i k e m b a n g k a n u n t u k m e l a k s a n a k a n P R B ( l i h a t

http://www.proventionconsortium.org/?pageid=39).

Di dunia internasional, sejak empat dekade terakhir berbagai

organisasi internasional, pemerintahan, organisasi masyarakat sipil dan

peneliti telah mencoba memahami mengapa bencana terjadi dan mengapa

di beberapa tempat tertentu bencana mengakibatkn dampak yang sangat

dahsyat. Konsep PRB berkembang dari disiplin teknis yang sempit kepada

gerakan global yang luas dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan

(http://www.unisdr.org/who-we-are/history 60s). Gambar 5

menunjukkan beberapa tahapan penting dalam perkembangan PRB

sebagai inisiatif PBB dan disepakati secara global sejak awal 1990an

hingga sekarang, dengan diselingi berbagai kejadian bencana besar,

khususnya bencana gempa dan tsunami besar tahun 2004 di Samudera

Hindia dan tahun 2011 di Jepang Timur, dua gempa besar di China

(Tangshan, 1976 dengan korban jiwa lebih dari 240.000 dan Shichuan,

2008, korban jiwa lebih dari 87.000), gempa di Haiti (2010, korban jiwa

sekitar 300.000), tornado Katrina (2005, korban lebih dari 1200 orang),dan

berbagai topan di kawasan Asia (Myanmar, Philipina, China dsb) yang

kesemuanya memberikan pelajaran berharga bagi kemajuan upaya

manusia dalam menghadapi bencana.
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kapasitas pemerintah dan mitra kerjanya untuk melaksanakan

intervensi yang cepat dan tepat pada saat kapasitas masyarakat

sudah tidak mampu lagi.

• Advokasi: mempengaruhi issue-issue social, politik, ekonomi dan

lingkungan secara positif yang dapat berkonstribusi terhadap

penyebab dan besaran dari dampak bencana.

PRB juga dapat dilihat sebagai konsep lintas sektor yang kegiatan-

kegiatannya sering dipadukan dengan program-program lainnya yang

sudah berjalan, seperti , ketahanan pangan, mendorong

keaneka-ragaman pertanian atau pembangunan kapasitas. Obyektif

utamanya adalah menerapkan kebijakan dan strategi yang akan

meminimumkan dampak bencana di masyarakat dan mencegah atau

mengurangi penderitaan.

Di dalam perkembangannya, hingga saat ini terdapat dua kerangka

kerja besar penerapan PRB yang sudah disepakati secara global, yaitu

Kerangka Aksi Prioritas Hyogo (HFA) untuk PRB 2005-2015 (disepakati

pada Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana, WCDR 2005 di

Kobe, Jepang) yang kemudian dilanjutkan dengan Kerangka Sendai

untuk PRB 2015-2030 (disepakati pada Konferensi Dunia untuk

Pengurangan Bencana, WCDR 2011 di Sendai, Jepang) seperti yang

diperlihatkan pada Tabel 1.

Perbedaan mendasar antara HFA dan SFDRR adalah pada tujuan

utamanya. HFA menekankan pada pengurangan kerugian akibat

bencana, sedangkan SFDRR menekankan pada pengurangan risiko

bencana dan kerugiannya. HFA lebih menekankan pada “apa”

micro-finance

(what)

Tabel 1: Perbandingan Kerangka Aksi Hyogo dan Kerangaka Sendai

(Sumber : ISDR, 2007 dan BNPB, 2015)

3.2. Upaya Awal PRB di Indonesia

Meskipun kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih

lemah di Indonesia, sudah terdapat berbagai upaya awal PRB. Di bidang

bahaya gunung api, sejak tahun 1920 sudah dibentuk Dinas Pengawasan

Gunung Api oleh pemerintah kolonial Belanda, pasca letusan Gn Kelud

2019. Korban meninggal akibat letusan gunung api cenderung menurun

terutama sejak tahun 1970an, menunjukkan berhasilnya upaya mitigasi,

melalui mekanisme peringatan dini letusan gunung api (Gambar 6)

sedangkan SFDRR menekankan pada “bagaimana” (how).
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Gambar 6: Jumlah Korban Letusan Gunung Api di Indonesia 1960-2015

Di bidang bahaya gempa, upaya pengurangan risiko gempa bumi

sudah dimulai sejak tahun 1969 oleh Teddy Boen dan Wiratman

Wangsadinata melalui penerbitan pedoman perencanaan bangunan tahan

gempa (Boen, 1969; Wangsadinata, 1971; Boen & Wangsadinata, 1971;

Wangsadinata & Hermaini, 1972; Boen & Wendy, 1977). Pemetaan zonasi

gempa berkembang terus sebagai acuan bagi standar perencanaan

bangunan tahan gempa, hingga yang terakhir adalah SNI 1726-2012 “Tata

cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung

dan non gedung”. Meskipun demikian, hingga tahun 1990an, upaya

sistematis dan terfokus secara melembaga untuk PRB tidaklah terlalu

signifikan, meskipun secara anecdotal dapat dilihat adanya upaya

terstruktur seperti pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa

dan tsunami Flores pada tahun 1992, dengan bantuan internasional,

Kementerian PU mengembangkan dan menerapkan system penjaminan

mutu konstruksi menggunakan konsultan dan dengan bantuan

perguruan tinggi melaksanakan pelatihan bangunan tahan gempa bagi

para pejabat daerah, teknisi, mandor dan tukang (Pribadi, 1996).

Pada tahun 1997, Institut Teknologi Bandung meluncurkan suatu

proyek mitigasi bencana perkotaan di Bandung (Indonesian Urban

Disaster Mitigation Proyek, IUDMP) sebagai bagian dari Asian Urban

Disaster Mitigation Program (AUDMP) 10 kota di Asia, dikordinasikan

oleh Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) dengan dukungan dana

hibah dari OFDA/USAID, yang berakhir pada tahun 2003. Proyek tersebut

dikelola oleh para peneliti dari ITB dan melibatkan berbagai pihak,

termasuk instansi pemerintah kota dan pusat serta berbagai organisasi

lainnya. Proyek tersebut meliputi suatu proyek percontohan kajian risiko

bencana gempa di kota Bandung yang kemudian dengan dana hibah dari

IDNDR PBB melalui Proyek RADIUS dikembangkan menjadi suatu

Rencana Tindak Mitigasi Gempa Kota Bandung. Proyek IUDMP ini juga

melaksanakan kegiatan kampanye pengurangan risiko gempa bumi

melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan kesiapsiagaan gempa

melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk sekolah-

sekolah dan guru-guru dari seluruh Indonesia (Yakupitiyage, 2004)

Di akhir tahun 1990an para aktivis peduli bencana mulai bergabung

dan membentuk berbagai organisasi seperti MPBI yang mengadvokasi-

kan PRB kepada berbagai pihak dan merintis upaya pembentukan

kerangka hukum bagi penanggulangan bencana di Indonesia yang

sampai saat itu masih terbatas pada kegiatan tanggap darurat bencana.

3.3. Progres dan Tantangan dalam Penerapan PRB di Indonesia
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PRB berbasis komunitas mulai dikembangkan dan diterapkan oleh

berbagai LSM dan juga oleh organisasi berbasis keagamaan, bekerja sama

dengan para peneliti dari perguruan tinggi (Pribadi et al., 2011a; Pribadi et

al., 2011b, Pribadi et al. 2008). Komunitas ilmuwan membentuk AARGI

(Asosiasi Ahli Rekayasa Gempa) pada tahun 1999, sebuah organisasi nir-

laba yang mempromosikan ilmu, pengetahuan dan teknologi untuk

mengurangi risiko gempa bumi. (www.aargi.org)

Gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menimbulkan

banyak korban dan kerugian harta benda telah membuka mata berbagai

pihak mengenai besarnya risiko bencana yang dihadapi bangsa ini dan

mengenai perlunya membangun kemampuan untuk menghadapi

bencana dan membangun kebijakan dan strategi mengurangi risiko

bencana di Indonesia. Indonesia mengadopsi Kerangka Aksi Hyogo pada

tahun 2005 bersama 167 anggota PBB lainnya. Dengan meningkatnya

kesadaran ini, maka diterbitkan Undang-undang No.24 tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana (PB), yang merupakan produk legislasi

pertama di Indonesia di bidang PB yang mengandung pendekatan

komprehensif pengelolaan risiko bencana, dilanjutkan dengan

pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun

2008, yang diamanahkan untuk melakukan koordinasi, komando dan

pelaksanaan PB di Indonesia berdasarkan undang-undang.

Berikutnya dua program besar terkait upaya PRB di Indonesia

diluncurkan. Yang pertama adalah SCDRR (Safer Communities through

DRR in Development), sebuah program inisiatif kerjasama Bappenas dan

UNDP di tahun 2007, sebagai pendekatan menyeluruh dari program

pemerintah untuk penerapan PRB di Indonesia, dilaksanakan sampai

tahun 2012 (http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/

operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/safer-communities-

through-disaster-risk-reduction-in-development.html). Program berikut-

nya merupakan fasilitas bersama Indonesia Australia untk PRB, yaitu

A I F D R R ya n g b e r j a l a n d a r i t a h u n 2 0 0 8 h i n g g a 2 0 1 5

(http://www.aifdr.org/). Melalui program SCDRR telah dibangun

kemampuan kelembagaan PB dan PRB di tingkat pusat dan daerah,

pembentukan Platform Nasional (PLANAS) dan forum daerah untuk

PRB, peluncuran program kampanye kesadaran nasional dan pendidikan

bencana melalui Kementerian Pendidikan Nasional, serta program desa

tangguh bencana. PLANAS PRB sebagai forum multi-pihak telah

berperan penting dalam koordinasi penyusunan rencana penanggu-

langan bencana nasional dan rencana aksi nasional PRB bersama

Bappenas dan BNPB, juga dalam proses pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan HFA di Indonesia. Program AIFDR meliputi berbagai

kegiatan pelatihan, pengembangan informasi risiko bencana secara

ilmiah, dan upaya pembangunan kapasitas di tingkat nasional dan daerah

untuk membangun masyarakat tangguh bencana.

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian sangat besar terhadap

upaya PRB untuk tsunami, melalui program kesiapsiagaan masyarakat,

termasuk membangun system peringatan dini diikuti dengan berbagai

pelatihan simulasi masyarkat dan aparat daerah, serta membangun

tempat-tempat evakuasi darurat tsunami, terlepas dari kekurangan yang

ada. Dari sisi penyediaan informasi risiko bencana, Pemerintah

mengembangkan peta indeks risiko bencana yang digunakan sebagai

dasar bagi berbagai upaya mitigasi lainnya, seperti penataan ruang yang
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mempertimbangkan mitigasi bencana.

Di bidang konstruksi, berbagai upaya untuk meningkatkan

keselamatan rumah masyarakat yang kebanyakan merupakan bangunan

nir-rekayasa (non-engineered building) telah dilaksanakan sejak lama,

melalui pengembangan manual dan pedoman pedoman rumah tahan

gempa, berbagai pelatihan untuk aparat pemerintah dan masyarakat,

termasuk untuk para teknisi, mandor bangunan dan tukang, oleh

berbagai pihak, pemerintah dan non-pemerintah (Boen et al., 2009; Boen et

al.,2012). Program keselamatan sekolah dengan bantuan World Bank telah

diimplementasikan cukup luas, meskipun masih belum dapat mencakup

seluruh kebutuhan nasional (Fauzan, 2013 in World Bank, 2014).

Secara spesifik masih banyak bangunan rumah tinggal yang bersifat

ini yang rentan terhadap bahaya gempa. Suatu penelitian

mengenai dampak gempabumi terhadap bangunan rumah di Sumatera

(Zulfiar et al, 2016) menunjukkan bahwa dari data BNPB dalam periode

tahun 2000 hingga 2014 terlihat 38 kejadian gempa merusak yang

menyebabkan rusaknya 164,429 rumah. Tingkat perbandingan antara

rumah yang rusak berat dengan jumlah total keseluruhan yang rusak atau

berkisar dari 0.30 hingga 1.00 seperti diperlihatkan pada

Gambar 7, yang menunjukkan masih sangat tingginya kerentanan

bangunan rumah di Sumatera terhadap bahaya gempa.

non-engineered

damage ratio

Gambar 7: pada bangunan rumah di Sumatera akibat gempa pada

periode 2000-2014

Damage Ratio

Berdasarkan hasil kajian praktek konstruksi membangun rumah

tinggal di beberapa provinsi di Sumatera, Zulfiar (2017) merekomendasi-

kan 6 kebijakan bagi pemerintah untuk memperbaiki praktek konstruksi

dan industri konstruksi untuk menurunkan kerentanan bangunan rumah,

yaitu :1) peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat

(pemilik/pengguna jasa) terhadap penyelenggaraan rumah tahan gempa;

2) peningkatan kapasitas perangkat daerah; 3)peningkatan kompetensi

penyedia jasa perencana, pelaksana, pemelihara dan perawat rumah; 4)

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan rumah

meliputi pemeriksaan perizinan, inspeksi pelaksanaan pembangunan,

inspeksi berkala laik fungsi rumah; 5) penyusunan rencana pembangunan

pedesaan berbasis mitigasi bencana beserta sosialisasinya; 6) arahan

kebijakan: pemantapan lokasi dan arahan perencanaan, pelaksanaan,

pemanfaatan rumah.
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Gambar 8: Model Indeks Risiko Terhadap Gempa untuk Ruas Jalan Nasional di

Indonesia (Toyfur dkk, 2016)

Sengara dkk (2012) juga telah mengembangkan model fatalitas

(tingkat kematian) akibat bencana gempa di Indonesia, yang akan

bermanfaat bagi pemahaman tingkat risiko gempa di Indonesia serta

membantu pengambil keputusan untuk memperkirakan jumlah korban

meninggal yang mungkin terjadi pada suatu peristiwa gempa bumi di

Indonesia untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan penanganan

yang tepat.

Di sektor infrastruktur, untuk meningkatkan ketangguhan

infrastruktur di Indonesia terhadap bencana masih banyak diperlukan

penelitian, antara lain mengenai metoda-metoda kajian risiko yang

dihadapi oleh berbagai infrastruktur di Indonesia, serta teknologi untuk

membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Sebagai

contoh, (Toyfur dkk, 2016; Toyfur, 2017) telah mengembangkan suatu

model untuk menilai tingkat risiko gempa dari ruas-ruas jalan nasional di

Indonesia, menggunakan model indeks risiko seperti yang terlihat pada

Gambar 8.

Metode penilaian risiko ini akan bermanfaat bagi penyelenggara jalan

nasional untuk menentukan prioritas upaya mitigasi bencana gempa bagi

jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia dalam kondisi keterbatasan

anggaran penyelenggaraan jalan.

Pemerintah pada saat ini juga telah meluncurkan kebijakan dan

strategi PRB untuk menurunkan indeks risiko bencana di 136 wilayah

kabupaten/kota berisiko tinggi dan strategis. Program gerakan nasional

untuk PRB akan diluncurkan oleh Kementerian Koordinator

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam rangka menggerakkan
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seluruh komponen (pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha,

media) untuk berperan dalam menurunkan risiko bencana di Indonesia.

Beberapa tantangan besar yang saat ini dihadapi pemerintah dan para

pelaku PRB antara lain menyangkut keberlanjutan berbagai upaya yang

sudah dilaksanakan. Membangun kesadaran masyarakat melalui upaya

diseminasi yang harus terus menerus dilakukan menghadapi tantangan

dari keterbatasan pemahaman pembuat kebijakan yang berimbas pada
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rendahnya prioritas anggaran dan sumber daya manusia, diperparah oleh

ketidak-jelasan kerangka kelembagaan, khususnya di daerah, serta

perangkat administrasi yang ada, masalah harmonisasi peraturan

perundangan yang mengatur peran dan tugas pemerintah (pusat dan

daerah). Selain itu masalah koordinasi antar berbagai instansi, baik pusat

maupun daerah menjadi masalah klasik yang menghambat pelaksanaan

upaya-upaya PRB (Pribadi, 2016, Hillman & Sagala,…..). Peran sector

swasta dalam PRB hingga saat ini masih sangat rendah, karena terbatas

pada upaya bantuan pasca bencana, padahal yang diharapkan adalah

kemampuan sektor swasta untuk membangun ketangguhan usahanya

menghadapi berbagai goncangan karena bencana, misalnya melalui

penyusunan rencana keberlangsungan usaha (Business Continuity Plan)

(Pribadi& Mariani, 2015; Baba et al, 2013). Upaya pengarus utamaan PRB

pada berbagai sector juga masih membutuhkan peningkatan, khususnya

pada berbagai sector strategis seperti infrastruktur dan perhubungan,

energy, pendidikan dan kesehatan. Penelitian-penelitian terkait PRB

masih perlu ditingkatkan secara signifikan melalui peningkatan anggaran

bagi penelitian PRB, yang selama ini masih kalah bersaing dengan

penelitian pada bidang ilmu lainnya (Yulianto E., 2016).

Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk

pembuatan/pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung,

jaringan irigasi, gedung, dsb) serta pelaksanaan pemeliharaan dan

4. INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA

4.1 Perkembangan Industri Konstruksi Nasional

perbaikan infrastruktur (Well, 1986 dalam Suraji at al, 2007). Konstruksi

juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang meliputi unsur peren-

canaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan operasional berupa transformasi

dari berbagai input material menjadi suatu bentuk konstruksi

(Moavenzadeh, 1978 dalam Suraji et al., 2007). Sektor konstruksi adalah

suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang

menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai

tempat tinggal ataupun saranalain. Kegiatan konstruksi dapat mencakup

pembangunan infrastruktur, perumahan, perkantoran, jaringan

komunikasi dan lainnya. (Utomo & Ningsih, 2013)

Kegiatan konstruksi menjadi salah satu bagian penting dari proses

pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari produk industri konstruksi seperti sarana dan prasarana

merupakan kebutuhan mutlak dalam menunjang kegiatan sosial dan

ekonomi dan sangat vital bagi proses peningkatan kualitas hidup

masyarakat. Akan tetapi, hasil produk konstruksi ini dapat menjadi tidak

berfungsi atau bahkan menyebabkan korban jiwa ketika bencana terjadi,

karena hancurnya bangunan atau infrastruktur lainnya.

Peran sektor konstruksi sangat penting bukan hanya dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga dalam mewujudkan

pemenuhan hak dasar rakyat. Beberapa indikator yang dapat

menunjukkan peran industri konstruksi bagi ekonomi nasional dan

kepentingan rakyat (Hillebrandt, 2000) antara lain adalah Produk

Domestik Bruto (PDB) dan kontribusi terhadap investasi yang dapat

diukur dari pembentukan aset tetap dan jumlah penyerapan tenaga kerja.
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Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor jasa konstruksi

nasional terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) selalu meningkat.

Pada tahun 2010 nilai kontribusi sektor konstruksi sebesar 627 trilyun

rupiah atau 9,4% dari PDB nasional (6.684 trilyun rupiah), sedangkan

pada tahun 2015, nilai kontribusinya mencapai 1.193.trilyun rupiah atau

10,7% dari PDB nasional (11.178 trilyun rupiah). Nilai konstruksi

diperkirakan akan terus meningkat karena adanya komitmen Pemerintah

dalam pembangunan infrastruktur (Gambar 9).

Gambar 9: Anggaran Infrastruktur Tahun 2010-2016

Tabel 2: Laju Pertumbuhan PDB dari Sektor Konstruksi

Laju pertumbuhan PDB pada sektor konstruksi pada lima tahun

terakhirpun cukup stabil (Tabel 2)

Sumber:

APBN 2016 Kementerian

Keuangan, 2016.

Pada saat ini tantangan bagi sektor konstruksi terkait percepatan

pembangunan infrastruktur, yaituterbatasnya jumlah badan usaha dan

tenaga kerja di bidang konstruksi yang memiliki kemampuan memadai,

baik dari segiproduktifitas maupun dari segi kualitas.Tantangan lainnya

yang harus dihadapi sektor konstruksi muncul dari meningkatnya potensi

ancaman bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim yang

mengubah pola iklim lokal, dan juga tingginya ancaman bahaya geologis

seperti gempa bumi dan tsunami, serta khususnya tanah longsor/

pergerakan tanah yang dipicu oleh peningkatan curah hujan akibat

perubahan iklim, serta meningkatnya ancaman bahaya kebakaran lahan

yang terjadi yang juga akan berdampak kepada kegiatan sector konstruksi

di daerah yang terdampak.

Undang-undang 18/1999 tentang Jasa Konstruksi mendefiniskan jasa

konstruksi sebagai jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

konstruksi, yang dilaksanakan oleh kontraktor dan konsultan konstruksi

yang terregistrasi. Tabel 3 dan 4 memperlihatkan statistik yang

menggambarkan karakteristik industry konstruksi di Indonesia.

Tabel 3: Statistik Industri Konstruksi di Indonesia
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Tabel 4: Jumlah kontraktor nasional berdasarkan kualifikasinya dan klasifikasinya

sebagai kontraktor umum dan kontraktor spesialis

Jumlah kontraktor nasional pada tahun 2015 mencapai 111.033 badan

usaha dan perorangan yang terregistrasi, dengan komposisi 88% kecil,

11.5 % menengah dan 0,5% besar. Tampak juga bahwa usaha kontraktor

masih didominasi oleh kontraktor umum (91%) yang bercirikan

kontraktor dengan banyak bidang usaha, dan sangat sedikit kontraktor

spesialis (9%). Struktur industry seperti ini tidak sehat dan tidak efisien,

karena kemampuan spesialisnya sangat terbatas, berbeda dengan kondisi

di Negara maju, yang proporsi kontraktor spesialisnya berkisr dari 48 %

(China) hingga 72% (Amerika) (Wu Jia Ming & Gun Jing Juan, 2006)

Kebanyakan dari kontraktor kecil (dan perorangan) ini tidak

mempunyai kualifikasi ketrampilan dan pengetahuan konstruksi yang

memadai, khususnya dalam aspek ketahanan terhadap bencana, misalnya

pengetahuan praktis bangunan tahan gempa. Dalam prakteknya, banyak

pelaksana bangunan dan pemborong atau tukang bangunan yang masih

belum memiliki sertifikat dan terregistrasi, melaksanakan konstruksi,

khususnya di daerah pedesaan. Mereka dapat disebut sebagai sector

konstruksi informal dan banyak terlibat pembangunan perumahan non-

formal, artinya yang yang tidak memenuhi proses perizinan membangun

sebagaimana layaknya peraturan yang berlaku.

Dari proses membangun yang digunakan, dikenal istilah konstruksi

nir-rekayasa dan konstruksi rekayasa (non-engineered construction dan

engineered construction). Yang dimaksud dengan bangunan nir-rekayasa

ini adalah bangunan yang tidak melibatkan insinyur dalam proses

konstruksinya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawsannya.

Kebanyakan rumah tinggal di Indonesia termasuk ke dalam kategori

bangunan nir-rekayasa ini, dan dibangun berdasarkan pengetahuan dan

ketrampilan pelaku konstruksi yang didapat secara tradisional melalui

pengalaman belajar informal, turun temurun (Pribadi & Boen, 2011).

Dalam rangka menjamin kualitas produk konstruksi, terdapat empat

kelompok dokumenperaturan yang mengatur mekanisme dan

persyaratannya.

Kelompok pertama adalah peraturan perundangan yang mengatur

proses konstruksi dan para pelakunya, di Indonesia diatur melalui

Undang-undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, beserta segala

peraturan turunannya.

Kelompok kedua adalah peraturan perundangan yang mengatur

4.2 Mekanisme Penjaminan Kualitas Konstruksi
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persyaratan produk konstruksi yang spesifik bergantung jenis

produknya, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Tentang

Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Kelompok dokumen yang ketiga adalah dokumen yang berisikan

standar, pedoman tata cara, manual dan sebagainya. Standar menetapkan

prosedur dan persyaratan baku dari suatu proses atau dari suatu produk

(bahan dan peralatan konstruksi, kompetensi seseorang tenaga ahli dan

trampil dan sebagainya). Dokumen standard dan pedoman ini menjadi

memiliki kekuatan hukum bila ditetapkan oleh peraturan perundangan

yang mengatur proses dan produk konstruksi.

Kelompok dokumen yang keempat adalah dokumen kontrak

konstruksi, yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat

dalam transaksi konstruksi, baik untuk proses survey, investigasi,

pelaksanaan maupun pengawasan konstruksi.

Keempat kelompok dokumen ini digunakan secara bersama-sama

dalam industri konstruksi dan saling bergantungan, untuk memastikan

bahwa kualitas konstruksi dapat memenuhi permintaan dan memberikan

nilai yang sesuai dengan kebutuhan pemilik konstruksi dan para

penerima manfaat (beneficiaries) dari produk konstruksi.

Khususnya terkait mekanisme penjaminan kualitas, Undang-undang

18/1999 mengatur bahwa semua tenaga ahli dan tenaga terampil yang

terlibat dalam proses konstruksi harus bersertfikat dan terregistrasi.

Demikian juga semua badan usaha jasa konstruksi harus memiliki

sertifikat dan terregistrasi serta mendapat izin usaha jasa konstruksi,

sesuai dengan kemampuannya. Proses sertifikasi dan registrasi badan

usaha jasa konstruksi serta sertifikasi keahlian dan ketrampilan bagi

tenaga ahli dan terampil diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 18/1999.

Pada tahun 2017, Undang-undang ini telah direvisi menjadi Undang-

undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.

Gambar 10: Bagan Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Sumber : Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Permen PU No. 24/PRT/M/2007

28 29
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Dari sisi produk konstruksi, semua konstruksi yang berdiri pada

suatu lahan harus mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) yang

memastikan bahwa bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan, baik

persyaratan tata ruang maupun persyaratan teknis desain untuk

menjamin keselamatan dan ketertiban bangunan. Gambar 10 menunjuk-

kan mekanisme penjaminan kualitas pada pembangunan suatu gedung.

Pada kenyataannya, berbagai tantangan akan muncul dalam

mengimplementasikan system penjaminan kualitas ini, dan bila

tantangan ini tidak dapat diatasi, maka industry konstruksi kita akan

menghasilkan bangunan yang rentan terhadap bencana.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan kasus dengan situasi di China yang

sangatrentan terhadap bahaya gempa, bahkan beberapa gempa dahsyat di

China telah menimbulkan korban jiwa yang sangat tinggi (gempa

Haiyuan 1920, 230 ribu meninggal, gempa Tangshan 1976, 242 ribu

meninggal, gempa Shichuan 2008, 68 ribu meninggal), Kit Miyamoto, CEO

perusahaan riset Miyamoto International mengatakan :"You need more

than just good building codes. You also need good engineers to implement

the code, and good contractors to implement the engineers' vision."

Terkait hal ini, banyak hal yang bisa terjadi : Kontraktor terburu-buru

menyelesaikan proyeknya dan “memotong sudut”, istilah lain dari

“mencuri” di sana sini; Pelaksana bangunan menukar material dengan

yang lebih murah untuk menghemat biaya. Lalu di sana sini ada berbagai

upaya penyuapan dan korupsi yang akan mempengaruhi hasil akhir

konstruksi dan ujung-ujungnya meningkatkan kerentanan. Tetapi seiring

dengan upaya reformasi tata kelola di China, hal-hal semacam ini sudah

banyak berkurang dan China sekarang memiliki banyak bangunan yang

lebih aman terhadap gempa. (http://www.theatlantic.com/china/

archive/2013/07/why-earthquakes-in-china-are-so-damaging/278092/).

Hal-hal yang mirip dengan kejadian di China di masa lalu banyak dapat

kita temui di Indonesia dan untuk mengatasinya diperlukan kerangka dan

implementasi penegakan hukum yang lebih baik, aplikatif dan konsisten.

Pada suatu produk konstruksi, dampak dari suatu peristiwa bahaya

alam (hazard), misalnya gempa bumi atau angin kencang, dapat

menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur yang tidak

dirancang dan dilaksanakan dengan baik sesuai tata cara perencanaan

dan pelaksanaan yang baku. Kerusakan pada bangunan dan infrastruktur

akibat bencana ini menimbulkan kerugian harta benda bahkan mungkin

korban jiwa, serta gangguan terhadap pemanfaatan bangunan dan

infrastruktur tersebut. Bangunan dan infrastruktur yang rusak meng-

hambat kegiatan sosial dan ekonomi serta proses pertolongan darurat.

Ketika terjadi bencana, idealnya produk konstruksi harus dapat

melindungi penggunanya pada saat bencana. Fasilitas yang kritis, seperti

rumah sakit, bangunan sekolah, dll harus dapat diandalkan untuk dapat

berfungsi penuh pada saat pasca bencana. Infrastruktur jalan dan jalur

transportasi lainnya harus dapat diandalkan pada saat tanggap darurat

untuk pengiriman bantuan/logistik dan juga jalur evakuasi. Rumah sakit

juga harus dapat diandalkan untuk perawatan korban yang cedera,

bangunan sekolah harus dapat digunakan juga sebagai tempat

perlindungan sementara dan tempat evakuasi.

4.3 Peran Industri Konstruksi dalam Mengurangi Risiko Bencana
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Berbagai peristiwa bencana yang telah terjadi menunjukkan bahwa

lingkungan terbangun di Indonesia memiliki risiko yang sangat tinggi

karena sering mengalami gagalnya kinerja bangunan atau prasarana di

dalam peristiwa bencana tersebut yang mengakibatkan kerugian yang

sangat besar. Runtuhnya suatu bangunan dalam suatu peristiwa bencana

juga sering mengakibatkan korban jiwa. Sebagai contoh, Tabel 5

memperlihatkan besarnya kerugian dalam bidang perumahan dan

bangunan pemerintahan serta serta jalan dan jembatan akibat bencana

gempa Yogyakarta 2006 dan Sumatra Barat 2009.

Besarnya kerugian yang terjadi tersebut di atas adalah akibat dari

rentannya lingkungan terbangun hasil pembangunan oleh manusia.

Pribadi & Maryani (2006) menyebutkan bahwa proses konstruksi sebagai

proses utama dalam pembentukan lingkungan binaan menentukan

tingkat kerentanan dari lingkungan binaan tersebut. Mekanisme dan

sistem konstruksi sendiri sebenarnya merupakan representasi dari suatu

rantai pasok dalam suatu siklus hidup dari proses pembentukan

lingkungan terbangun (built environment) yang terkait dengan

manajemen, pembelian, penjualan, penjelasan (briefing), disain,

koordinasi, kontrol, pekerjaan, material dan peralatan. Sistem sektor

konstruksi tersebut melibatkan aktor kelembagaan dan regulasi,

manufakturing dan distribusi aktifitas, manajemen proyek, dan aktifitas

produksi di lapangan (Barret, 2005).

Industri konstruksi harus berperan positif dalam upaya mengurangi

risiko bencana melalui proses konstruksi yang benar agar menghasilkan

bangunan yang aman. Semua proses konstruksi harus mengadopsi

upaya-upaya pencegahan dan mitigasi sebelum kejadian bencana,

sehingga rusaknya bangunan dan infrastruktur pada saat terjadinya suatu

peristiwa bahaya dapat dihindarkan atau dikurangi. Begitu pula dalam

proses konstruksi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, unsur-unsur

pencegahan dan mitigasi bencana harus sudah diterapkan, sehingga

dapat lebih tahan dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.

Selain dari itu, proses konstruksi juga tak kalah pentingnya dalam proses

tanggap darurat (emergency response), dalam bentuk proses pemulihan

darurat dari fasilitas umum yang kritis, seperti rumah sakit dan

infrastruktur transportasi yang penting untuk mendukung usaha-usaha

tanggap darurat lainnya dan usaha-usaha pemulihan pasca-bencana.

Malalgolda et al.(2010] membagi peran industri konstruksi dalam

upaya PRB menjadi peran pengurangan kerentanan konstruksi pra-

bencana dan pasca bencana. Pada upaya pra-bencana untuk pengurangan

kerentanan, diperlukan keahlian dan ketrampilan industri konstruksi

dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek konstruksi, baik

Sumber :

1) Yogyakarta and Central Java Natural Disaster,

BAPPENAS, 2006

2) West Sumatra and Jambi Natural Disasters: Assessment,

BNPB-BAPPENAS, 2009

Preliminary Damage and Loss Assessment,

Damage, Loss and Preliminary Needs

Tabel 5: Kerugian Akibat Gempa Yogyakarta 2006 dan Sumatera Barat 2009
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bangunan dan infrastruktur social dan ekonomi, maupun bangunan dan

infrastruktur mitigasi bencana seperti dinding penahan, check dam,

tanggul, sistem drainase, dan infrastruktur lainnya, dengan mengikuti

peraturan dan standar bangunan yang berlaku, persyaratan tata ruang

yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan sebagainya. Mileti (1999),

Burby and Dalton (1994) dalam Malagolda et al. (2010) menyebutkan

pentingnya perencanaan tata ruang dalam mengatur pembangunan di

kawasan rawan bencana.

Pada situasi pasca-bencana, peran industri konstruksi dalam

menurunkan risiko bencana di masa depan sangat penting, melalui proses

rehabilitasi dan rekonstruksi dari bangunan dan infrastruktur yang rusak

dengan mengantisipasi dan menilai risiko bencana yang mungkin terjadi

lagi di masa depan, agar dapat mencegah dan lebih siap menghadapi

gangguan pada saat terjadinya suatu peristiwa bahaya alam yang dapat

berdampak bencana. Upaya sungguh-sungguh diperlukan dari para

professional konstruksi untuk mencegah terjadinya kembali kerentanan

bangunan dan infrastruktur. Dalam proses pemulihan pasca-bencana,

para ahli dan teknisi industri konstruksi dan ahli yang terlibat dalam

proses pembangunan lingkungan-terbangun (arsitek, insinyur, quantity

surveyors, perencana kota dan wilayah, ahli geomatika, para manajer

proyek dan manajer konstruksi) diharapkan melaksanakan perannya

secara professional dalam proses “membangun kembali lebih baik”

atau“build back better“.

Dari sisi industri konstruksi, penting sekali adanya kesadaran dan

pemahaman yang baik terhadap risiko bencana pada seluruh pemangku

kepentingan atau stakeholder konstruksi, agar upaya PRB pada sektor

konstruksi dapat diarus-utamakan. Olander (2006) menjelaskan siapa saja

para pemangku kepentingan dalam industry konstruksi seperti

diperlihatkan pada Gambar 11.

Gambar 11: 2006)Pemangku-kepentingan konstruksi (Olander,

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing dalam

upaya PRB pra- dan pasca-bencana. Para pemangku kepentingan internal

seperti pemilik proyek, tim manajemen proyek, pelanggan dan pengguna,

kontraktor dan sub-kontraktor, para pemasok, penyandang-dana

diharapkan menetapkan nilai-nilai yang harus dipenuhi selama proses

konstruksi. Mereka harus memastikan bahwa pengurangan risiko

bencana harus menjadi bagian dari nilai-nilai yang harus dihasilkan

melalui proses konstruksi. Dari sisi lain, para pemangku kepentingan

eksternal harus mampu melakasnakan perannya dalam menekan para

pelaku atau pemangku kepentingan internal agar nilai-nilai terkait upaya

PRB diterapkan oleh para pemangku kepentingan internal.
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Tabel 6: Sumber kerentanan konstruksi (Pribadi et al.2013)

5. MEMBANGUN INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL UNTUK

MENGURANGI RISIKO BENCANA DI INDONESIA

Agar industri konstruksi dapat berkonstribusi positif bagi upaya PRB,

Ofori (2002) menyampaikan bahwa system regulasi dan codes yang

mengatur upaya PRB dalam konstruksi, sistem penegakan hukum yang

efisien dan efektif, membangun kapasitas industri konstruksi untuk

memahami pentingnya PRB dalam menghasilkan konstruksi yang aman

dari bencana merupakan beberapa elemen penting yang harus

36 37

Penelitian dari Pribadi et al.(2013) telah mengumpulkan masukan dari

berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal dari industry

konstruksi mengenai penyebab kerentanan bangunan terhadap gempa-

bumi di Indonesia, dikelompokkan berdasarkan isu teknis dan non-teknis

dan dibagi ke dalam enam tahapan konstruksi, yaitu tahap konseptual,

perencanaan dan perancangan, pengadaan, konstruksi, serah-terima,

operasi dan pemeliharaan yang hasilnya diperlihatkan pada Tabel 6.
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diperhatikan. Berikut ini berbagai upaya membangun industri konstruksi

yang harus dilakukan agar menghasilkan konstruksi tangguh bencana.

Witt et al., (2014) mendiskusikan pentingnya integrasi yang lebih

besar dari konsep ketangguhan bencana ke dalam pendidikan dan

pelatihan para tenaga ahli industri konstruksi, masih terbuka lebar

kesempatan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan

konstruksi ke arah yang terkait dengan masalah ketangguhan terhadap

bencana.

Upaya membangun sumber daya manusia pada keseluruhan

tingkatan perlu dilakukan agar para professional yang bekerja di industri

konstruksi memiliki kemampuan dan ketrampilan memadai untuk

membuat perencanaan dan perancangan serta melaksanakan konstruksi

agar menghasilkan konstruksi yang aman, nyaman dan handal. Para

praktisi juga harus mendapat informasi terakhir mengenai perkembangan

teknologi konstruksi di dunia luar, khususnya terkait upaya mengurangi

risiko bencana (Pribadi, 2013).

Beberapa hal yang dapat dan perlu dilakukan untuk meningkatkan

sistem akuntabilitas pelaku industri konstruksi disampaikan oleh (Ofori,

2002)

• Kembangkan dan perkuat peraturan perundangan yang mengatur

5.1. Membangun Sumber Daya Manusia Industri Konstruksi Yang

Andal

5.2. Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Para Pelaku Industri

Konstruksi

para perencana dan perancang bangunan untuk mengambil langkah-

langkah preventif dan para kontraktor untuk menghasilkan produk

konstruksi sesuai kualitas dan durabilitas (daya tahan) yang

dipersyaratkan.

• Bangun suatu sistem atau kerangka kerja yang efektif dan efisien

untuk penegakan hukum dari peraturan perundangan yang ada.

• Mengembangkan sistem dan proses registrasi yang lebih baik bagi

para kontraktor dan pelaksana konstruksi untuk memastikan bahwa

mereka selalu mengikuti perkembangan teknologi konstruksi

terakhir yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana

Salah satu contoh dari pelaksanaan butir-butir di atas adalah

penerapan keharusan bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk

memiliki peraturan daerah bangunan gedung (Perda Bangunan). Hingga

bulan November 2015, telah tercatat sebanyak 329 kabupaten/kota

memiliki Perda Bangunan Gedung atau hampir 65 % dari jumlah seluruh

kabupaten/kota di Indonesia (http://pu.go.id/main/view_pdf/10757).

Selain itu untuk daerah-daerah yang pembangunan fisiknya berkembang

pesat, perlu dibentuk Team Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang akan

mendampingi instansi terkait perizinan bangunan gedung dalam proses

mengeluarkan IMB, sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No

26/PRT/M/2007 tentang Pedoman TeamAhli Bangunan Gedung.

Hingga akhir 2014 baru ada 14 Kabupaten/Kota di Indonesia yang

sudah membentuk TABG dan berjalan secara operasional sesuai amanah

UU dan PP Bangunan Gedung (Annon., 2014b). Dengan dilaksanakannya

mekanisme IMB yang solid dan tersedianya TABG yang mampu

38 39
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melakukan proses review terhadap perancangan bangunan diharapkan

dapat meningkatkan akuntabilitas dari para pelaku konstruksi.

Rantai pasok konstruksi yang andal diperlukan agar industri

konstruksi mampu menghasilkan produk konstruksi yang aman dan

tangguh terhadap bencana. Sangat penting untuk memastikan bahwa

bahan konstruksi dengan kualitas yang memenuhi syarat tersedia dan

terjangkau sesuai kemampuan ekonomi para pemilik bangunan dan

rumah di seluruh Indonesia dan untuk itu sistem rantai pasok konstruksi

nasional harus dibangun. Sistem rantai pasok konstruksi yang terdapat

pada industri konstruksi diperlihatkan oleh Abduh (2012) seperti pada

Gambar 11.

5.3. Membangun rantai pasok konstruksi yang andal

Gambar 1 :1 Pengelolaan Rantai Pasok Konstruksi di Indonesia (Abduh, 2012)

Agar pasokan subkontraktor yang berkualitas baik dan memenuhi

kebutuhan industry konstruksi yang aman terhadap bencana, klasifikasi

kontraktor generalis dan spesialis perlu ditingkatkan agar dapat

menggambarkankemampuan profesionalisnya serta keberadaannya

pada rantai pasok konstruksi (tier 1 dan tier 2) dalam memberikan layanan

yang sudah memperhatikan upaya PRB. Pengelolaan rantai pasok atau

SCM yang baik pada perusahaan kontraktor perlu dipromosikan agar

kontraktor dapat memenuhi persyaratan pasokan yang penting untuk

mengurangi risiko bencana. Perlu diberikan kemudahan bagi para

kontraktor untuk mensubkontrakkan komponen-komponen pekerjaan

yang membutuhkan keahlian khusus terkait upaya mengurangi risiko

bencana pada bangunan dan infrastruktur. Kapasitas kontraktor lokal dan

kecil perlu ditingkatkan melalui keikutsertaan kontraktor lokal tersebut

dalam SCM suatu kontraktor nasional agar dapat dibina dengan baik

mengenai aspek-aspek PRB dalam konstruksi. Selain itu juga diperlukan

upaya untuk mengharmonisasikan rantai pasok dari material konstruksi

di Indonesia, yang pengelolaannya berada pada berbagai institusi seperti

Kementerian Pertambanagn, Kementerian Perindustrian, Kementerian

BUMN, Kementerian PU (Abduh & Pribadi, 2014)

Kondisi perkembangan pembangunan dan kapasitas social eknomi,

ketersediaan bahan dan kemampuan teknologi di berbagai wilayah di

Indonesia sangat berbeda-beda. Di sisi lain, banyak tersedia bahan lokal di

berbagai daerah tertentu yang potensial untuk digunakan sebagai bahan

konstruksi yang aman terhadap bencana, tentunya melalui suatu rekayasa

5.4. Pengembangan bahan dan teknologi konstruksi
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tertentu. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan

bahan dan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna di

berbagai wilayah Indonesia agar bangunan dan rumah yang tangguh

terhadap bencana dapat dibangun secara ekonomis dan terjangkau,

mengandalkan bahan dan kemampuan lokal.

Membangun kapasitas dan kapabilitas industri konstruksi untuk

melaksanakan perencanaan dan perancangan dengan pemahaman yang

baik atas berbagai bentuk bencana yang mungkin terjadi pada lokasi

konstruksi serta memastikan bahwa para kontraktor mampu menghasil-

kan bangunan yang aman merupakan salah satu langkah strategis dalam

upaya PRB untuk industry konstruksi.

Selain itu juga perlu membangun kemampuan teknis dan teknologi

dari industry konstruksi agar mampu menangani berbagai jenis proyek

yang memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko bencana.

Kapasitas ini juga perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan

proses rekonstruksi pasca-bencana yang menerapkan upaya PRB untuk

mengantisipasi kemungkinan bencana di masa yang akan datang.

Badan usaha konstruksi berperan besar dalam meningkatkan

ketangguhan masyarakat (Haigh et al., 2006; Bosher, 2008; Haigh and

Amaratunga, 2010, dalam Wilkinson et al. 2014). Masyarakat sangat

bergantung kepada badan usaha konstruksi baik pada saat pra-bencana

maupun saat pasca-bencana. Untuk meningkatkan ketangguhan masya-

rakat, maka badan usaha konstruksi juga harus membangun kapasitas

5.5. Membangun kapasitas teknologi industri konstruksi nasional

agar mampu dan tangguh dalam menghadapi dan pemulihan dari

bencana. Wilkinson et al.(2014) juga menyarankan agar badan usaha

konstruksi mempunyai kemampuan untuk menghadapi perubahan cara

bekerja dan cara beroperasi pada situasi pasca-bencana, khususnya dalam

proses pemulihan yang mungkin juga akan menimbulkan perubahan

pada peraturan dan standar serta codes yang berlaku untuk

meningkatkan keselamatan bangunan di masa depan.

Salah satu penyebab buruknya perilaku dalam proses membangun

konstruksi yang aman terhadap bencana adalah kurang tersedianya

informasi yang memadai, baik bagi para pemilik maupun penyedia jasa

konstruksi. Diperlukan upaya yang massif untuk mendiseminasikan

informasi baik yang menyangkut peraturan, standar, pedoman dan

praktek baik untuk keselamatan konstruksi, maupun pengetahuan dan

teknologi terkini mengenai bangunan tangguh bencana. Untuk itu

diperlukan pengembangan dan pendiseminasian bahan informasi terkait

metoda dan praktek-praktek baik dalam upaya PRB untuk industry

konstruksi dan juga masyarakat pengguna.

Agar keenam strategi tersebut di atas dapat terlaksana dengan

sistematis dan berkelanjutan, maka diperlukan penataan kerangka

regulasi industry konstruksi dan pembinaannya, serta melakukan

harmonisasi atas berbagai peraturan perundangan yang sampai sekarang

masih banyak yang tumpang tindih seperti yang diusulkan oleh (Pribadi,

2014).

5.6. Diseminasi informasi bangunan tangguh bencana
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6. PENUTUP

Tantangan Indonesia untuk mengurangi risiko dari berbagai bencana

yang muncul karena kondisi geografisnya sangatlah besar. Industri

konstruksi sebagai salah satu sector ekonomi yang penting dalam

melaksanakan pembangunan nasional memiliki tanggung jawab yang

berat karena harus menyediakan produk konstruksi berupa bangunan

dan infrastruktur yang rendah-kerentanan dan tangguh terhadap

bencana bagi masyarakat luas. Mengingat bahwa produk konstruksi

selalu menyatu dengan lahan tempat produk tersebut dihasilkan untuk

melayani kegiatan social dan ekonomi masyarakat di suatu daerah, maka

penting sekali agar produk konstruksi yang dihasilkan pada lokasi

tersebut dibangun dengan pemahaman yang baik atas berbagai ancaman

bahaya yang ada di lokasi tersebut dan sudah mengupayakan berbagai

metoda untuk mengurangi risiko bangunan terhadap bencana. Berbagai

strategi untuk membangun kemampuan industry konstruksi dalam

berkontribusi bagi upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia di

telah diuraikan di atas. Agar upaya-upaya itu dapat mencapai hasil

dengan baik yang akan berdampak kepada menurunnya risiko bencana di

Indonesia, maka diperlukan kerjasama yang erat dan sinergis antara

berbagai pihak yang berkepentingan dengan industry konstruksi, mulai

dari pemerintah, pelaku industry konstruksi, akademisi dan masyarakat

profesi industry konstruksi, serta masyarakat umum sebagai pengguna

produk-produk konstruksi.

Dalam rangka mendukung proses tersebut, maka Kelompok Keahlian

Manajemen dan Rekayasa Konstruksi perlu meningkatkan penelitian

terkait hal-hal sebagai berikut:

a) Memahami lebih baik apa saja yang menyebabkan proses konstruksi

menghasilkan produk konstruksi yang rentan terhadap bencana

b) Mengkaji dan mengembangkan berbagai kebijakan pengembangan

industry konstruksi yang dapat mendorong meningkatnya kemam-

puan industry konstruksi untuk menerapkan upaya PRB dalam

menghasilkan produk konstruksi

c) Mengkaji konsep rantai pasok yang andal yang dapat memberikan

melayani industry konstruksi di seluruh Indonesia untuk menghasil-

kan produk konstruksi yang tangguh dalam menghadapi bencana,

dengan memperhatikan kekhasan setiap daerah di Indonesia.

Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
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VIII. RIWAYAT DALAM ORGANISASI PROFESI/MASYARAKAT

KEILMUAN.

• Tanda Jasa Penghargaan Pengabdian 35 Tahun ITB.

• Tanda Jasa Penghargaan Pengabdian 20 Tahun PNS.

• Tanda Jasa Penghargaan Pengabdian 25 Tahun ITB.

• Tanda Jasa Penghargaan Pengabdian 10 Tahun PNS.

• LPJK Nasional:Anggota Dewan Pengurus 2011-2015,

Wakil Ketua 2 2015-2019

• Indonesia Monitoring Committee ASEAN Chartered Profesional

Engineer:Anggota 2012-2015, 2015-2017, Wakil Ketua 2017-2019

• AnggotaAARGI

• Anggota Pengurus Pusat PII

• Anggota IkatanAhli Kebencanaan Indonesia (IABI)

• Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PLANAS PRB):

Ketua Umum 2009-2011

• Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana:

Ketua Umum 2008-2015;Anggota Dewan Pengawas 2015-2018
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